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ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur lebih lanjut 
mengenai pelaksanaan anggaran bagian anggaran bendahara umum negara 
pengelolaan belanja lainnya. Guna efisiensi dan efektivitas penyaluran beras 
kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di distrik pedalaman Provinsi Papua, 
perlu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
 

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 
No.166, TLN No.4916), PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN 
No.5423), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. 
Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).  

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

Dalam rangka penyaluran beras untuk Pegawai ASN distrik pedalaman Provinsi 
Papua disediakan ongkos angkut beras pegawai ASN. Tata cara pencairan dana 
kegiatan ongkos angkut beras pegawai ASN distrik pedalaman Provinsi Papua 
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan 
anggaran pendapatan dan belanja negara bagian atas beban anggaran 
bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara. 
 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kontrak penyaluran beras untuk 
pegawai negeri sipil distrik pedalaman Provinsi Papua tahun 2023 dengan 
operator kegiatan ongkos angkut beras pegawai negeri sipil yang telah 
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebelum Peraturan Menteri ini 



diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Menteri ini. 

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 181/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan 
Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik 
Pedalaman papua dan Provinsi Papua Barat (BN Tahun 2017 No.1709) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku 

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2023 dan diundangkan 

pada tanggal 15 Februari 2023 

 


